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ABSTRAK 

 

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

memunculkan entitas baru yaitu Perseroan Perorangan. Pengaturannya yang 

disisipkan dalam UU Perseroan Terbatas membuat segala ketentuan yang ada di 

dalamnya berlaku pula bagi Perseroan Perorangan sepanjang tidak ada pengaturan 

khusus atau dikecualikan, termasuk mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Namun, muncul permasalahan mengenai apakah ruang lingkup dari 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga mencakup Perseroan Perorangan, 

yang menyebabkan Perseroan Perorangan berkewajiban untuk melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Perseroan Perorangan seperti apa 

yang berkewajiban melakukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode yuridis normatif, melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-

undangan dan konsep dalam hukum. 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Perseroan 

Perorangan termasuk dalam cakupan ruang lingkup, sehingga wajib melakukan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selama memenuhi kriteria dan ketentuan 

yang ada. Ditemukan pula bahwa selain utamanya untuk memberikan manfaat bagi 

masyarakat dan komunitas setempat, terdapat juga manfaat yang didapat oleh 

Perseroan dari melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sehingga 

memungkinkan Perseroan Perorangan juga memiliki urgensi untuk terlibat secara 

sukarela. Maka diperlukan pengaturan lebih spesifik mengenai pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada 

Perseroan Perorangan yang dibedakan dengan Perseroan Terbatas, 

mempertimbangkan perbedaan di antara keduanya. 

 

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Perorangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Salah satu bentuk badan usaha yang sering dijumpai dalam aktivitas 

perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Adapun pengaturan 

mengenai Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan 

Terbatas) sebagai perbaikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas.1 Sebagai suatu dasar pengaturan dari berjalannya suatu 

Perseroan Terbatas, UU Perseroan Terbatas mengatur berbagai hal, diantaranya 

adalah organ-organ Perseroan Terbatas, mekanisme pengambilan keputusan, 

Rapat Umum Pemegang Saham dan kuorumnya, serta jenis-jenis saham. Hal-

hal tersebut merupakan bagian internal penting yang diperlukan suatu Perseroan 

Terbatas agar dapat melaksanakan tujuannya secara baik. Namun, UU 

Perseroan Terbatas tidak hanya mengatur tentang bagian internal dari Perseroan 

Terbatas, melainkan mengatur pula mengenai bagaimana suatu Perseroan 

Terbatas berhubungan dengan lingkungan dan menciptakan suatu relasi dan 

hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar yang berada di 

wilayah tempat Perseroan Terbatas tersebut berdiri.2 Adapun terkait hal 

tersebut, pengaturannya terdapat dalam bab khusus tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan. 

Pengertian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diuraikan dalam 

Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas, yaitu sebagai suatu komitmen 

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya. Dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa 

 
1 HR. Adianto Mardijono, Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan (Edisi 

Januari-Juni 2014), halaman 29. 
2 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (Bandung: Nuansa Aulia, 

2011), halaman 189. 
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Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan.3 Selanjutnya, Pasal 74 ayat (2) menyebutkan bahwa Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi bagian yang sangat 

penting untuk mendukung kelancaran aktivitas Perseroan Terbatas, bahkan 

memberikan dampak-dampak positif bagi Perseroan Terbatas.4 Seluruh 

kegiatan Perseroan Terbatas, khususnya pada bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam, tentu senantiasa berhubungan dengan kondisi lingkungan 

dan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas perlu terlibat 

dan ikut bertanggung jawab menjaga kondisi lingkungan sekitar bersama 

dengan masyarakat, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kinerja 

Perseroan.5 Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi upaya 

Perseroan Terbatas untuk meminimalisir adanya kerusakan lingkungan dan 

permasalahan dengan masyarakat sekitar, serta memberikan timbal balik dari 

kehadiran Perseroan Terbatas terhadap masyarakat sekitar. Harapannya, 

keberadaan Perseroan Terbatas tidak justru menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat, namun menjadi keuntungan yang bertimbal-balik dengan 

masyarakat.  

Pada awal kemunculannya, keberlakuan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat sukarela, dan 

diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif Perseroan. Namun seiring 

berjalannya waktu, seperti di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan mengalami perubahan menjadi suatu kewajiban, yang apabila tidak 

 
3 Ridha Hidayat, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap 

Masyarakat Sekitar, Jurnal Penelitian Hukum De Jure (Volume 20 Nomor 04, Desember 2020), 

halaman 532. 
4 Sri Redjeki Hartono, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif, 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:tangg

ung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182, 

diakses 8 Februari 2022. 
5 Amrul Partomuan Pohan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Jurnal 

Legislasi Indonesia (Volume 06 Nomor 02, Juni 2009), halaman 83. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182
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dilaksanakan akan menimbulkan sanksi bagi Perseroan yang tidak memenuhi 

kewajibannya.  

Dalam perkembangan berikutnya, pengaturan dalam UU Perseroan 

Terbatas diperbaharui melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Ciptaker).6 Secara 

khusus, Pasal 109 angka 5 UU Ciptaker menyisipkan Pasal 153A ke dalam UU 

Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan secara perseorangan oleh 1 (satu) orang 

saja. Hal ini menunjukan bahwa Perseroan Perorangan tunduk pada UU 

Perseroan Terbatas yang telah diubah melalui UU Ciptaker. Pengaturan lebih 

lanjut ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, 

dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan 

Kecil (selanjutnya disebut sebagai PP No. 8 Tahun 2021). Maka, dapat dilihat 

bahwa konsekuensi dari terbitnya UU Ciptaker adalah memunculkan bentuk 

Perseroan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja, yaitu Perseroan 

Perorangan.  

Salah satu tujuan yang mendasari pemerintah untuk menerbitkan UU 

Ciptaker adalah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan 

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini tentu tidak dipisahkan 

dari peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kehidupan 

perekomian di Indonesia. Adapun dalam UU Ciptaker, keberadaan Perseroan 

Perorangan disisipkan dalam dan tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Maka 

dari itu, dalam Perseroan Perorangan di Indonesia tetap mengenal adanya 

pemisahan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perseroan. 

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, konsep Perseroan 

Perorangan di Indonesia merupakan suatu terobosan dan memiliki bentuk yang 

 
6 UU Ciptaker telah diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu No. 2 Tahun 2022) yang diterbitkan pada tanggal 30 

Desember 2022. Pengaturan mengenai Perseroan Perorangan dan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan tidak mengalami perubahan. Adapun, karya penulisan hukum ini diselesaikan sebelum 

terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2022 sehingga masih mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam UU 

Ciptaker. 
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khas karena menganut prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemilik perseroan.7 

Prinsip tanggung jawab terbatas dimana harta kekayaan perseroan dipisahkan 

dari harta kekayaan pribadi berarti harta pribadi tidak lagi terekspos dengan 

resiko yang mungkin dihadapi oleh perseroan perorangan. Adanya pemisahan 

harta kekayaan tersebut memberikan keamanan dan kemudahan bagi pelaku 

usaha dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, sejalan dengan tujuan yang 

ingin dicapai oleh UU Ciptaker.  

Keberadaan Perseroan Perorangan dimunculkan dalam UU Perseroan 

Terbatas yang diperbaharui melalui perubahan yang tercantum dalam UU 

Ciptaker. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang 

mengklasifikasikan Perseroan Perorangan sebagai suatu badan yang memiliki 

kesamaan dengan bentuk Perseroan Terbatas yang telah ada sebelumnya. 

Sebagai suatu entitas yang melaksanakan aktivitas perekonomian, Perseroan 

Perorangan juga melibatkan masyarakat sekitar serta berada di suatu lingkungan 

dan wilayah tertentu. Lantas, bagaimana pengaturan mengenai Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan untuk Perseroan Perorangan?  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengertian Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan pada Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas adalah 

suatu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya. Adapun perlu diketahui bahwa UU Ciptaker tidak 

memberikan pengubahan atau pembatasan makna terhadap Perseroan yang 

memiliki kewajiban untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Dalam Pasal 185 huruf (b) UU Ciptaker disebutkan bahwa semua 

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-

Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

 
7 Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, Mengenal Konsep Perseroan Perseorangan di Indonesia, 

https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia, 

diakses 3 Maret 2022. 

https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia


14 

 

Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.8 Selain 

itu, hingga saat ini tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit mengenai 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan. Oleh 

karena itu, hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa pengaturan mengenai 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga ikut berlaku terhadap Perseroan 

Perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Maka selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah 

apakah seluruh Perseroan Perorangan memiliki kewajiban melakukan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, ataukah hanya berlaku bagi Perseroan 

Perorangan dengan kriteria tertentu?  

Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan dalam Perseroan Terbatas diatur lebih lanjut dalam 

Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai 

PP TJSL Perseroan Terbatas). Pasal 5 menyebutkan bahwa: 

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan 

rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  

(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. 

Selanjutnya dalam Pasal 6, disebutkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas dan 

dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh 

Perseroan Terbatas dipertanggungjawabkan dengan cara dimuat dalam laporan 

tahunan yang diserahkan kepada RUPS.  

 Dalam pelaksanaannya secara konkret di masyarakat, Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan tidak hanya dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam. Terdapat sejumlah Perseroan Terbatas yang secara sukarela 

 
8 Pasal 184 Perpu No. 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa semua peraturan pelaksana dari undang-

undang yang telah diubah oleh Perpu No. 2 Tahun 2022 dan semua peraturan perundang-undangan 

yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Ciptaker dinyatakan tetap berlaku. 
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melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, meskipun tidak 

menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam. Adapun hal tersebut dikarenakan Perseroan Terbatas yang melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memperoleh berbagai keuntungan 

yang berdampak positif pada keberlangsungan usahanya. Maka dari itu, sebagai 

bentuk Perseroan yang dimunculkan melalui UU Ciptaker, Perseroan 

Perorangan yang tidak menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam juga dimungkinkan juga secara sukarela 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

 Maka dari itu, perlu melihat bagaimana bentuk Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan dapat dilaksanakan pada Perseroan Perorangan. Hal ini 

dikarenakan meski Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak menjadi suatu 

kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, namun tetap dimungkinkan 

adanya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan tujuan 

mempertahankan keberlangsungan usaha.  

Berbagai persoalan terkait bagaimana ruang lingkup, urgensi, serta bentuk 

pelaksanaan dan pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini yang 

kemudian membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 

LINGKUNGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mendapat 

beberapa permasalahan, diantaranya adalah: 

1. Bagaimana ruang lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan pada Perseroan Perorangan? 

2. Bagaimana urgensi, pengaturan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh apa ruang 

lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan. 

Dalam perkembangannya, penelitian ini juga akan melihat mengenai urgensi 

dan kebutuhan bagi Perseroan Perorangan untuk melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya, penelitian ini akan juga melihat 

mengenai bagaimana pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan. 

Sementara itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis 

agar bisa memberikan masukan atau pandangan-pandangan yang berguna 

sebagai dasar pengembangan ilmu hukum dan keilmuan. Adapun manfaat 

praktis dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui ruang lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan pada Perseroan Perorangan.  

2. Untuk mengetahui urgensi, pengaturan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan 

Perorangan.  

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Lembaga Legislatif 

sebagai pembentuk undang-undang dalam merancang, membuat atau 

merevisi peraturan perundang-undangan mengenai Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan yang dapat digunakan 

sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat.  

 

1.4. Metode Penelitian 

 

Metode Penelitian yang akan digunakan selama penelitian yang berjudul 

“Analisis Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan 

Perorangan” adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Metode 

Penelitian Hukum Normatif. Metode ini akan menggunakan Pendekatan 

Yuridis Normatif atau Yuridis Dogmatis, dimana pendekatan penelitian 

ini akan memanfaatkan segala peraturan perundang-undangan dan 
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prinsip-prinsip umum pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 

hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang 

memiliki manfaat bagi penulis demi kepentingan menganalisis hukum 

tanpa merubah sifat dan ciri ilmu hukum sebagai normatif.9 Penelitian 

ini juga mencakup penelitian terhadap teori-teori, konsep-konsep dan 

asas-asas hukum. Tujuan dari dilakukannya penelitian yuridis normatif 

ini adalah agar penulis dapat melakukan pengkajian terhadap berbagai 

norma hukum dalam penelitian ini. Peraturan yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini setidaknya akan berpusat pada Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, 

dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha 

Mikro dan Kecil.  

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana penulis 

mengumpulkan data untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup dari 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta urgensi bagi Perseroan 

Perorangan untuk turut serta melaksanakannya. Penulis juga berusaha 

menggambarkan berbagai pengaturan mengenai pelaksanaan, 

pertanggungjawaban, serta pengawasan bagi Perseroan Perorangan 

yang melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk melakukan pengumpulan data, penulis melakukan 

inventarisasi hukum, dengan maksud untuk menemukan hukum positif 

yang berhubungan dengan penelitian. Terdapat berbagai sumber hukum 

yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sumber hukum primer dan 

 
 9 Jonaedi Efendi, dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 

2018), halaman 130.  
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sumber hukum sekunder. Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber 

hukum primer untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 

2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, 

Perubahan, Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha 

Mikro dan Kecil. 

Sementara itu, bahan-bahan yang menjadi sumber hukum sekunder adalah 

bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di 

antaranya: 

1. Buku-buku dan karya tulis yang terkait mengenai Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan serta Perseroan Perorangan; 

2. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan serta Perseroan Perorangan; 

3. Pendapat dan opini para ahli hukum terkait Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan serta Perseroan Perorangan; 

4. Tulisan dari internet yang terkait; dan 

5. Dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan pembahasan. 
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1.5. Sistematika Penelitian 

 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berupaya untuk melakukan 

penyusunan secara sistematis dan berurutan, sehingga dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I – Pendahuluan 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi latar 

belakang dilakukannya penelitian hukum, pemaparan rumusan masalah yang 

ditemukan, tujuan dan manfaat dari penelitian hukum, metode penelitian yang 

digunakan, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II – Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada 

Perseroan Perorangan 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai ruang lingkup pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang kemunculan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 

konsep dan teori tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, munculnya 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia serta pengaturannya 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis juga akan 

melakukan analisa terhadap pelaksanaan dan bentuk-bentuk pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan penerapannya dalam Perseroan 

Terbatas. Penulis akan berupaya melihat mengenai ruang lingkup pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan. Penulisan 

hukum ini juga akan menunjukkan berbagai dasar hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan hukum yang diteliti dan teori-teori para ahli atau sarjana 

mengenai hal-hal yang bersangkutan.  

 

BAB III – Urgensi, Pengaturan, dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan urgensi untuk dilaksanakannya 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Perorangan di 
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Indonesia. Penulis juga akan mencoba menguraikan berbagai alasan yang 

menunjang urgensi dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

pada Perseroan Perorangan, ditinjau dari teori-teori dan prinsip-prinsip umum 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta praktiknya pada Perseroan 

Terbatas yang telah berjalan selama ini. Selain itu, penulis juga akan 

menguraikan analisa mengenai bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

pada Perseroan Perorangan yang ada saat ini, serta adanya kebutuhan lebih 

lanjut untuk pengaturan yang lebih khusus. 

 

BAB IV- PENUTUP 

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penulisan 

bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan berupa uraian yang menjadi bagian 

penting dan dapat disarikan dari seluruh pembahasan dan analisa yang telah 

dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Selain itu, saran adalah rekomendasi dari 

penulis terkait permasalahan yang ada, yang dapat dimanfaatkan bagi pihak 

yang berkepentingan.  
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